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ABSTRACT

Lack of patient visits to FKTP causes capitation not being optimally utilized. The purpose of this research
is to analyze the causes of the unfullfilled capitation payment indicators based on fulfillment of service
commitment at FKTP. The type of research used is observational with cross sectional design. Approach in the
research is quantitative and qualitative. The research used total sampling, where population is secondary data
covering result of indicator achievement from 62 Puskesmas, 31 DPP, and 97 Klinik Pratama in Surabaya. This
research concluded that indicator of AK and RPPB at FKTP still not fulfill target of safe zone. AK can be caused
by the lack of participants’ knowledge of FKTP services, limited resources, and BPJS Kesehatan online
application that sometimes have interruptions. FKTP needs to provide promotions and education to participants’,
add resources and provide training to staff, advocate with health offices, and cooperation with other parties to
help provide facilities. Whereas the target indicator of RPPB has not been achieved due to lack of socialization of
Prolanic. FKTP expected to be able to run activities that are promotive and preventive in groups.

Keywords: capitation, capitation payment indicators based on fulfillment of service commitment, FKTP

ABSTRAK

Kurangnya kunjungan pasien ke FKTP menyebabkan kapitasi tidak dimanfaatkan secara optimal.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab indikator pembayaran kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan yang tidak terpenuhi pada FKTP. Jenis penelitian yang digunakan adalah
observasional dengan rancang bangun cross sectional. Pendekatan dalam penelitian yaitu secara kuantitatif dan
kualitatif. Penelitian menggunakan total sampling, dimana populasi adalah data sekunder hasil capaian indikator
dari 62 Puskesmas, 31 DPP, dan 97 Klinik Pratama di Surabaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa indikator AK
dan RPPB pada FKTP masih belum memenuhi target zona aman. AK dapat disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan peserta tentang pelayanan di FKTP, keterbatasan sumber daya, serta aplikasi online BPJS
Kesehatan yang terkadang mengalami gangguan. FKTP perlu memberikan promosi dan edukasi kepada peserta,
melakukan penambahan sumber daya dan memberikan diklat kepada tenaga di FKTP, melakukan advokasi
dengan Dinas Kesehatan, serta kerjasama dengan pihak lain untuk membantu menyediakan sarana dan
prasarana. Sedangkan target indikator RPPB belum tercapai karena kurangnya sosialisasi terkait Prolanis. FKTP
diharapkan lebih mampu menjalankan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif secara berkelompok.

Kata Kunci: FKTP, indikator pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, kapitasi

PENDAHULUAN

Kapitasi merupakan besaran pembayaran
perbulan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis
dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2014). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kapitasi yang diterima oleh setiap FKTP berbeda.
Perbedaan jumlah kapitasi yang diterima oleh FKTP
tidak hanya disebabkan oleh perbedaan jumlah
pada peserta yang terdaftar dalam FKTP tersebut,
tetapi juga karena hasil kredensialing maupun

rekredensialing yang dilakukan oleh BPJS
Kesehatan. FKTP terdiri dari Puskesmas, praktik
dokter, praktik dokter gigi, Klinik Pratama, Rumah
Sakit Kelas D Pratama, dan seluruh fasilitas
kesehatan yang setara. Kapitasi berbasis
pemenuhan komitmen pelayanan adalah
penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan
hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan
kesehatan perseorangan yang disepakati bersama
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
2015). Hal ini berarti bahwa FKTP dapat menerima
kapitasi secara maksimal ketika berhasil memenuhi
indikator pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan.
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Indikator yang menjadi penilaian dalam
pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan antara lain Angka Kontak
(AK), Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non
Spesialistik (RRNS), Rasio Peserta Prolanis Rutin
Berkunjung (RPPB), dan Rasio Kunjungan Rumah
(RKR) ke FKTP (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, 2016). Pada bulan Februari 2017
ditemukan 32 dari 62 Puskesmas, 26 dari 31 DPP,
dan 59 dari 97 Klinik Pratama yang tidak memenuhi
target zona aman dalam indikator AK; 3 dari 31
DPP dan 19 dari 97 Klinik Pratama yang tidak
memenuhi target zona aman dalam indikator RRNS;
serta 22 dari 62 Puskesmas, 21 dari 31 DPP, dan
56 dari 97 Klinik Pratama yang tidak memenuhi
target zona aman dalam indikator RPPB (Unit
MPKP BPJS Surabaya, 2017). Tidak tercapainya
indikator tersebut akan berpengaruh terhadap
jumlah pembayaran kapitasi yang dibayarkan oleh
BPJS Kesehatan kepada FKTP sehingga akan
mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
penyebab dari tidak tercapainya indikator
pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan
komitmen pelayanan. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan kepada FKTP untuk
meningkatkan kinerjanya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah
observasional, dimana peneliti tidak melakukan
intervensi selama mengumpulkan data maupun
informasi. Rancang bangun dari penelitian ini
adalah cross sectional, dimana penelitian dilakukan
pada satu saat atau periode. Pendekatan dalam
penelitian ini yaitu secara kuantitatif menggunakan
data sekunder yang didapatkan dari Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Surabaya sejak tanggal 6 Februari hingga 8 Maret

2017 dan secara kualitatif menggunakan
wawancara bersama Kepala Unit Manajemen
Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan
Surabaya untuk mendapatkan data yang
menunjang. Populasi dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang meliputi hasil capaian indikator
dari 62 Puskesmas, 31 Dokter Praktik Perorangan
(DPP), dan 97 Klinik Pratama di Surabaya. Tidak
ada sampel dalam penelitian ini karena semua
populasi diteliti, sehingga metode dalam penelitian
ini adalah total sampling. Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah dengan memisahkan masing-
masing jenis FKTP, kemudian dikelompokkan
berdasarkan setiap indikator sesuai hasil capaian.
Setelah itu, dihitung setiap rata-rata capaian
indikator tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan acuan
Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi
Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada
FKTP yang telah diubah menjadi Peraturan
Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia dan Direktur Utama
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis
Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP. Hal
ini dikarenakan data yang didapatkan adalah data
bulan Februari 2017. Berdasarkan data BPJS
Kesehatan Surabaya, terdapat 62 Puskesmas, 31
DPP, dan 97 Klinik Pratama yang terdiri dari 71
Klinik Pratama Swasta, 21 Klinik Pratama TNI, dan
5 Klinik Pratama POLRI di Surabaya menjalin
hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan per-
Februari 2017.

Tabel 1. Jumlah FKTP di Surabaya Berdasarkan Capaian Indikator

Indikator FKTP

Capaian
TotalTidak Memenuhi

Target Zona Aman Zona Prestasi

n % N % n % n %

AK
Puskesmas 32 51,61 28 45,16 2 3,23 62 100,00
DPP 26 83,87 4 12,90 1 3,23 31 100,00
Klinik Pratama 59 60,82 31 31,96 7 7,22 97 100,00

RRNS
Puskesmas 0 0,00 0 0,00 62 100,00 62 100,00
DPP 3 9,68 1 3,23 27 87,09 31 100,00
Klinik Pratama 19 19,59 8 8,25 70 72,16 97 100,00

RPPB
Puskesmas 22 35,48 16 25,81 24 38,71 62 100,00
DPP 21 67,74 8 25,81 2 6,45 31 100,00
Klinik Pratama 56 57,73 31 31,96 10 10,31 97 100,00

Sumber: Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Surabaya Februari 2017

Jika dilihat dari Tabel 2, dapat diketahui
bahwa masih banyak FKTP yang tidak memenuhi
target, terutama pada indikator AK dan RPPB. Hasil
pencapaian target indikator komitmen pelayanan
FKTP menjadi dasar dalam pembayaran kapitasi

berbasis pemenuhan komitmen pelayanan. Berikut
adalah aturan penerimaan pembayaran kapitasi:
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
2015).
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Tabel 2. Aturan Penerimaan Pembayaran Kapitasi

Jumlah Indikator
Pembayaran Kapitasi

(%)Tidak Mencapai Zona
Aman Zona Aman Zona Prestasi

3 0 0 75,00
2 1 0 80,00
1 2 0 90,00
0 3 0 100,00
0 2 1 105,00
0 1 2 110,00
0 0 3 115,00
2 0 1 90,00
1 1 1 95,00
1 0 2 98,00

Sumber: (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, 2016)

Dengan berpacu pada aturan yang telah
ditetapkan oleh BPJS tersebut, dapat diketahui
bahwa semakin banyak indikator yang mencapai
zona prestasi, maka akan mendapatkan
pembayaran kapitasi yang lebih banyak. Begitu pula
sebaliknya, semakin banyak indikator yang tidak
mencapai zona aman, maka akan mendapatkan
pembayaran kapitasi yang lebih sedikit. Sistem
pembayaran kapitasi seperti ini merupakan suatu

bentuk reward and punishment terhadap kinerja
FKTP, sehingga FKTP akan berusaha terus untuk
meningkatkan mutu pelayanannya. Adanya
perubahan terhadap kapitasi juga dapat berdampak
terhadap peningkatan performa (PS, 2015).

Rata-rata pencapaian indikator AK, RRNS,
dan RPPB dari seluruh FKTP yang telah diolah oleh
BPJS Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rata-Rata AK, RRNS, dan RPPB FKTP Surabaya

Indikator FKTP Rata-Rata
Capaian

Target Zona
Aman

Target Zona
Prestasi Keterangan

AK

Puskesmas 142,61‰ ≥ 150‰ ≥ 250‰
Tidak memenuhi

target zona
aman

DPP 109,08‰ ≥ 150‰ ≥ 250‰
Tidak memenuhi

target zona
aman

Klinik Pratama 141,37‰ ≥ 150‰ ≥ 250‰
Tidak memenuhi

target zona
aman

RRNS

Puskesmas 0,038% < 5% < 1%
Memenuhi
target zona

prestasi

DPP 0,47% < 5% < 1%
Memenuhi
target zona

prestasi

Klinik Pratama 1,82% < 5% < 1%
Memenuhi
target zona

aman

RPPB

Puskesmas 61,32% ≥ 50% ≥ 90%
Memenuhi
target zona

aman

DPP 26,91% ≥ 50% ≥ 90%
Tidak memenuhi

target zona
aman

Klinik Pratama 34,33% ≥ 50% ≥ 90%
Tidak memenuhi

target zona
aman

Sumber: Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Surabaya Februari 2017

Berdasarkan Tabel 3, maka terlihat bahwa
Puskesmas memiliki 1 indikator yang tidak

memenuhi target zona aman, 1 indikator yang
memenuhi target zona prestasi, dan 1 indikator
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yang memenuhi target zona aman. DPP memiliki 2
indikator yang tidak memenuhi target zona aman
dan 1 indikator yang memenuhi target zona
prestasi. Sementara Klinik Pratama memiliki 2
indikator yang tidak memenuhi zona aman dan 1
indikator yang memenuhi target zona aman. Jika
mengacu pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa
Puskesmas mendapatkan pembayaran kapitasi
sebesar 95%, DPP sebesar 90%, dan Klinik
Pratama sebesar 80%. Hal ini berarti bahwa secara
garis besar FKTP di Surabaya belum mampu
memenuhi komitmen pelayanan.

Jika dilihat dari Tabel 3, diketahui juga bahwa
indikator AK merupakan indikator yang belum bisa
terpenuhi oleh seluruh FKTP. Sementara indikator
kedua yang masih belum bisa terpenuhi oleh
seluruh FKTP adalah RPPB, dimana hanya
Puskesmas yang sudah mampu memenuhi target
zona aman. Indikator RRNS merupakan indikator
yang telah terpenuhi oleh seluruh FKTP, bahkan
Puskesmas dan DPP telah mampu mencapai zona
prestasi.

AK seakan menjadi indikator yang susah
dicapai oleh seluruh FKTP. Menurut Kepala Unit
Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS
Kesehatan Surabaya, belum tercapainya target
indikator AK dapat disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan peserta tentang pelayanan di FKTP
yang lebih menekankan kegiatan promotif dan
preventif. Peserta pada umumnya baru berkunjung
ke FKTP jika ingin berobat. Proses pelayanan
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan
kepatuhan pada standar pelayanan, perilaku tenaga
kesehatan yang melayani, serta kecukupan
perbekalan kesehatan seperti suplai obat dan alat
kesehatan (Utami et al., 2016). Dengan adanya
pelayanan yang prima, tentu peserta menjadi loyal
untuk datang ke FKTP. Oleh karena itu, FKTP perlu
memberikan promosi dan edukasi kepada peserta
untuk berbondong-bondong datang ke FKTP
meskipun dalam keadaan sehat. FKTP harus
gencar memberitahukan bahwa peserta dapat
melakukan kunjungan sehat untuk mendapatkan
pelayanan guna meningkatkan derajat kesehatan,
seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan
anak, keluarga berencana (KB), serta senam sehat.
Tidak hanya itu, pihak FKTP pun juga harus aktif
untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan home
visit, sehingga mampu meningkatkan jumlah kontak
(Widyastuti, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan
Primer BPJS Kesehatan Surabaya, belum
tercapainya indikator AK juga dapat disebabkan
oleh keterbatasan sumber daya, baik manusia
maupun sarana dan prasarana yang tersedia.
Penetapan tarif kapitasi juga didasarkan pada
pertimbangan sumber daya manusia dan
kelengkapan sarana prasarana. Dalam memberikan
pelayanan kesehatan, FKTP tentu seharusnya
sudah mempertimbangkan ketersediaan sumber
daya. FKTP seharusnya tidak mengesampingkan
ketersediaan sumber daya manusia untuk tenaga
administrasi yang dapat bertugas untuk melakukan
input data kontak pada aplikasi online BPJS
Kesehatan. Penginputan data kontak yang tidak
tertib akan mempengaruhi penilaian pada indikator

AK (Widyastuti, 2016). Hal ini dikarenakan sumber
data yang digunakan dalam penilaian indikator AK
adalah hasil pencatatan kontak FKTP dengan
kondisi di tempat dan jenis pelayanan yang
diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan
Primer BPJS Kesehatan Surabaya, masalah yang
muncul berkaitan dengan input data kontak pada
aplikasi online BPJS Kesehatan tidak hanya karena
keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tetapi
juga dikarenakan aplikasi online BPJS Kesehatan
yang terkadang mengalami gangguan. Adanya
gangguan dalam mengakses aplikasi online BPJS
Kesehatan tentu akan menghambat kinerja petugas
administrasi FKTP dalam melakukan input data
kontak. Oleh karena itu, pihak BPJS Kesehatan
sebaiknya menyediakan teknologi pencatatan real
time untuk mencatat kontak peserta agar seragam
dan dapat digunakan untuk semua FKTP. Tidak
hanya pencatatan kontak, tetapi juga dapat
menambahkan fungsi untuk pemantauan peserta
mana saja yang tidak melakukan kontak dengan
FKTP, sehingga FKTP dapat menjangkau peserta
tersebut untuk diberikan promosi. FKTP juga harus
segera melaporkan kepada BPJS Kesehatan jika
ditemukan gangguan dalam penginputan data,
sehingga kinerja tetap terus terjaga.

Selain itu, FKTP seharusnya juga
mempersiapkan ketersediaan sumber daya
manusia untuk kegiatan yang lebih bersifat promotif
dan preventif, seperti penyuluh kesehatan, petugas
home visit, dan instruktur senam sehat. Penyuluh
kesehatan dan petugas home visit sangat memiliki
peran yang besar dalam meningkatkan AK antara
FKTP dengan peserta terdaftar. AK tidak hanya
dilakukan di FKTP, tetapi bisa dilakukan dimanapun
di tempat yang telah disepakati bersama. Jika
penambahan sumber daya manusia tidak
memungkinkan, maka FKTP dapat memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada sumber daya
manusia yang telah dimiliki guna meningkatkan
kinerja pelayanan kesehatan, sehingga peserta
merasa nyaman untuk melakukan kontak dengan
FKTP. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu
bahwa adanya pelatihan perlu dipertimbangkan
sehingga berdampak pada penguatan gatekeeper
(Malik, 2015). Tidak hanya sumber daya manusia
yang perlu diperhatikan, tetapi juga sarana dan
prasarana, seperti mempersiapkan kendaraan
keliling untuk memudahkan petugas FKTP dalam
melakukan home visit, penyediaan koordinasi
program, serta sistem informasi. Kelengkapan
sarana dan prasarana merupakan bukti fisik dari
adanya kualitas pelayanan (Sabrina, 2015). FKTP
dapat melakukan advokasi dengan Dinas
Kesehatan atau kerjasama dengan pihak lain untuk
membantu menyediakan sarana dan prasarana,
dimana secara tidak langsung turut mendorong
pencapaian standar komitmen pelayanan pada
FKTP (Widyastuti, 2016).

Sedangkan target indikator RPPB belum
tercapai karena dapat disebabkan oleh kurangnya
sosialisasi terkait Prolanis. Menurut hasil
wawancara dengan Kepala Unit Manajemen
Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan
Surabaya, kebanyakan masyarakat masih awam
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dengan istilah Prolanis, sehingga perlu diberikan
pengetahuan dan edukasi tentang Prolanis.
Banyaknya masyarakat yang belum menyadari
bahwa dirinya ternyata penderita penyakit kronis
juga berpengaruh terhadap pemenuhan target
RPPB. Dengan demikian, tenaga kesehatan pada
FKTP harus aktif untuk melakukan skrining
kesehatan kepada peserta terdaftar FKTP untuk
menemukan calon peserta Prolanis. Setelah itu,
data peserta Prolanis harus dicatat dengan baik
oleh FKTP dan dilaporkan kepada BPJS
Kesehatan.

Banyak masyarakat yang merasa takut jika
terkena penyakit kronis. Pada umumnya
masyarakat akan merasa bingung, terpukul, hingga
dapat menyebabkan depresi (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, 2015). Oleh karena itu,
FKTP harus mampu meyakinkan peserta dan
memberikan pengarahan kepada mereka bahwa
pada dasarnya Prolanis tidak hanya berupa
pemeriksaan secara rutin, tetapi juga ada kegiatan-
kegiatan yang menyenangkan dan mampu
memelihara kesehatan, seperti penyuluhan, senam,
dan lain sebagainya. FKTP juga harus memberikan
pemahaman kepada keluarga penderita penyakit
kronis agar bersama-sama dapat menemukan
solusi permasalahan. Dengan demikian, hubungan
antara FKTP dan peserta Prolanis beserta
keluarganya diharapkan terjalin dengan kuat dan
peserta Prolanis tetap memiliki harapan hidup yang
lebih lama serta semangat dalam menjalani
kegiatan sehari-hari.

Jika hubungan antara FKTP dengan
penderita penyakit kronis dan keluarganya kuat,
maka kunjungan peserta Prolanis secara rutin di
FKTP dapat meningkat. Ketika penderita penyakit
kronis bertemu dengan penderita lain, tentu akan
merasa nyaman karena menganggap bahwa
mereka memiliki nasib yang sama. Dengan
demikian mereka akan saling membantu untuk
menciptakan suasana yang kondusif, kompak, dan
menyenangkan sehingga mampu meningkatkan
kepercayaan diri dalam mengelola penyakit yang
diderita (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, 2015). Prolanis pada dasarnya sangat
membutuhkan kerjasama yang komprehensif antara
penderita Prolanis dan keluarganya dengan FKTP.
Tujuan dari adanya kerjasama ini adalah agar
penderita penyakit kronis dan keluarganya dapat
mengawasi kesehatan secara mandiri sehingga
keadaan penderita baik dan stabil. FKTP
diharapkan lebih mampu menjalankan kegiatan
yang bersifat promotif dan preventif secara
berkelompok (Widyastuti, 2016).

Peningkatan kunjungan rutin peserta
Prolanis dapat dilakukan dengan sosialisasi
pentingnya Prolanis, serta pemberitahuan timeline
kegiatan Prolanis. Sosialisasi dapat dilakukan
secara langsung (omongan) maupun tidak langsung
(brosur atau penggunaan media sosial). FKTP
dapat membuat rancangan desain kampanye untuk
materi edukasi kesehatan yang berkaitan dengan
pencegahan risiko penyakit, seperti peningkatan
aktivitas fisik, pengaturan pola makan, dan program
pengelolaan penyakit diabetes mellitus dan
hipertensi yang meliputi minum obat dan konsultasi
pada dokter secara teratur.

Tidak hanya itu, FKTP juga dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti
fasilitas pelayanan primer lain, instansi atau kantor
dinas, dan badan usaha dalam penempatan media
promosi. Kerjasama merupakan salah satu bentuk
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
peserta. Salah satu bentuk kerjasama tersebut
adalah dengan sosialisasi manfaat BPJS Kesehatan
kepada peserta BPJS Kesehatan agar keinginan
untuk berobat ke FKTP meningkat (Suprianto &
Mutiarin, 2017). Selain menggalakkan promosi,
FKTP juga harus mendorong peserta Prolanis untuk
memeriksakan kesehatannya secara rutin dan
mengisi daftar hadir dengan benar karena
merupakan salah satu bukti untuk penilaian
pemenuhan komitmen. Penggalakan promosi ini
tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang
bekerja di FKTP. Indikator RPPB pada Puskesmas
termasuk dalam zona aman karena terdapat
sumber daya tersendiri yang bertanggung jawab
terhadap Prolanis. Sementara DPP dan Klinik
Pratama memiliki sumber daya manusia yang
terbatas, atau bahkan dokter yang memberikan
pelayanan sendiri yang bertanggung jawab
terhadap Prolanis, sehingga pemenuhan komitmen
pada indikator RPPB di DPP dan Klinik Pratama
tidak optimal.

SIMPULAN

AK dan RPPB merupakan indikator dalam
pemenuhan komitmen pelayanan yang belum
tercapai oleh FKTP di Surabaya. Belum tercapainya
target indikator AK dapat disebabkan oleh
kurangnya pengetahuan peserta tentang pelayanan
di FKTP, keterbatasan sumber daya, baik manusia
maupun sarana dan prasarana, serta aplikasi online
BPJS Kesehatan yang terkadang mengalami
gangguan. Oleh karena itu, FKTP perlu memberikan
promosi dan edukasi kepada peserta, melakukan
penambahan sumber daya manusia dan
memberikan diklat kepada tenaga di FKTP,
melakukan advokasi dengan Dinas Kesehatan,
serta kerjasama dengan pihak lain untuk membantu
menyediakan sarana dan prasarana yang
menunjang. Dengan demikian, Dinas Kesehatan
dan stakeholder juga berperan serta dalam
membantu FKTP untuk memenuhi kebutuhan
sumber daya. BPJS Kesehatan juga perlu
meningkatkan kinerja dari aplikasi online dan
menyiapkan alternatif lain jika aplikasi online
mengalami gangguan. BPJS Kesehatan sebaiknya
menyediakan teknologi pencatatan real time untuk
mencatat kontak peserta dan pemantauan peserta
mana saja yang tidak melakukan kontak dengan
FKTP agar seragam dan dapat digunakan untuk
semua FKTP. Sedangkan target indikator RPPB
belum tercapai karena kurangnya sosialisasi terkait
Prolanis. Oleh karena itu, FKTP diharapkan lebih
mampu menjalankan kegiatan yang bersifat
promotif dan preventif secara berkelompok, karena
sesama peserta Prolanis dapat saling membantu
untuk menciptakan suasana kondusif, kompak, dan
menyenangkan sehingga mampu meningkatkan
kepercayaan diri dalam mengelola penyakit yang
diderita. FKTP dapat membuat rancangan desain
kampanye untuk materi edukasi kesehatan yang
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berkaitan dengan pencegahan risiko penyakit dan
melakukan kerjasama dengan pihak dalam
penempatan media promosi.
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